
! 

BUPATI MANOKWARI SELATAN 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI 
NOMOR 12 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANOKWARI 

SELATAN SEBAGAI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI 
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANOKWARI SELATAN, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan sebagai 
Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten 
Manokwari Selatan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2097); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di 
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari 
Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 
21 Tahun 2017 ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Manokwari Selatan. 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN 
MANOKWARI SELATAN SEBAGAI PENGELOLA SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN MANO KW ARI 
SELATAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1) Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan. 
2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3) Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan. 
4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari 

Sela tan. 
5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 

6) Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten 
Manokwari Selatan. 

7) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan 
Togas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan. 

8) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan. 



9) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat sebagai Pengelola SPAM Kabupaten. 

10) Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan. 

11) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negri Sipil Urusan 
Teknis, adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang 
berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD sebagai Pengelola SPAM di 
Kabupaten Manokwari Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan. 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan 
kegiatan teknis operasional pengelolaan SPAM. 

(3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 
pelayanan masyarakat. 

(4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

Susunan Organisasi UPTD terdiri atas: 
a) Kepala UPTD; 
b) Subbagian Tata Usaha; 
c) Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional; 
d) Koordinator SPAM IKK. 

Pasal 5 

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha dipimpin 
oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 



(2) Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas: 
a. Perencanaan. 
b. Produksi. 
c. Distribusi. 
d. Pelaporan Keuangan, dan 
e. Akuntansi. 

(3) Operasional setiap SPAM IKK dipimpin oleh seorang Koordinator SPAM IKK. 
(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pejabat 
Pengawas (eselon IV /a); 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV /b). 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 7 

UPTD Pengelolaan SPAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat di bidang pengelolaan SPAM. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UPTD 
Pengelolaan SPAM menyelenggarakan fungsi: 
1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan 

Kepala Dinas. 
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan 

SPAM. 
3. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAM untuk pelayanan arr 

minum kepada masyarakat. 
4. Pembinaan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 
5. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit SPAM yang 

berada di Kecamatan. 
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasional SPAM. 
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 9 

(1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, 
memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan 
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(2) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu. 

(3) Kepala UPTD mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi pada Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana dan kelompok Jabatan 
Fungsional. 



(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
UPTD menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPTD; 
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD; 
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai 
tugas dan fungsinya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut 
serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada 
bawahannya. 

Pasal 10 

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata 

Usaha; 
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; 
c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; 
d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 
e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, 

penatausahaan dan pelayanan masyarakat; 
f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan 
evaluasi jabatan; 

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 
h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 

1. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPTD melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan 
masing-masing. 

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan menkoordinasikan 
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 



(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

(5) Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan 
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 13 

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat mengangkat 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan 
dan spesialisasi yang dibutuhkan. 

(2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kelompokjabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 14 

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil 
Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Kepala Subbagian diangkat dan diberheniikan oleh Bupati dari Aparatur 
Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Manokwari Selatan. 



• 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai operasional 
pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Manokwari Selatan. 

Ditetapkan di Ransiki 
pada tanggal 23 Februari 2024 
BUPATf MANOKWARI SELATAN 

\2 J ' 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 
NOMOR 


